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ABSTRAK

Program BPJS Kesehatan merupakan bagian dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat
Indonesia. Namun demikian, tingkat partisipasi peserta mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah) dalam
membayar iuran masih tergolong rendah, yang diduga dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan
peserta dalam memenuhi kewajiban finansial tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang berhubungan dengan Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) dalam membayar
iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri di Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Ibnu Sina Makassar.
Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain deskriptif, untuk mengetahui faktor ATP
dan WTP peserta BPJS Mandiri dalam membayar iuran di RSP Ibnu Sina Makassar berdasarkan tingkat
pendapatan, tabungan kesehatan, jumlah anggota keluarga, tingkat pengetahuan, dan tingkat kepuasan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap ATP,
di mana peserta dengan pendapatan tinggi mayoritas mampu membayar iuran, sedangkan peserta
berpendapatan rendah lebih banyak yang tidak mampu membayar. Tabungan kesehatan berasosiasi
positif dengan ATP, di mana kepemilikan tabungan yang memadai meningkatkan kemampuan
membayar. Jumlah anggota keluarga memengaruhi ATP, di mana keluarga dengan jumlah anggota kecil
cenderung memiliki kemampuan membayar lebih baik dibandingkan keluarga besar. Tingkat
pengetahuan tentang BPJS Kesehatan berpengaruh terhadap WTP, di mana pengetahuan yang baik
mendorong kesediaan membayar. Kepuasan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan juga memengaruhi
WTP, dengan peserta yang merasa puas menunjukkan tingkat kesediaan membayar yang lebih tinggi.

Kata kunci : ability to pay, BPJS mandiri, faktor sosioekonomi, kepuasan peserta willingness to pay,

ABSTRACT

The BPJS Health program is part of the National Health Insurance (JKN) system aimed at providing
equitable and fair access to healthcare services for all Indonesians. However, participation among
independent members (Non-Wage Recipients) in paying contributions remains low, which is suspected
to be influenced by participants' ability and willingness to fulfill their financial obligations. This study
aims to analyze the factors associated with the Ability to Pay (ATP) and Willingness to Pay (WTP)
health insurance contributions among independent BPJS participants at Ibnu Sina Teaching Hospital
in Makassar. This research employed a quantitative approach with a descriptive design to examine the
ATP and WTP factors of BPJS Mandiri participants in paying contributions at RSP lbnu Sina
Makassar, based on income level, health savings, number of family members, level of knowledge, and
level of satisfaction. The results showed that income level had a significant effect on ATP, with high-
income participants being more likely to afford the contributions, while low-income participants were
more likely to be unable to pay. Health savings were positively associated with ATP, where sufficient
health savings increased the ability to pay. The number of family members influenced ATP, with smaller
families tending to have a better ability to pay compared to larger families. Knowledge about BPJS
Kesehatan affected WTP, as good knowledge encouraged a greater willingness to pay. Satisfaction with
BPJS Kesehatan services also affected WTP, with satisfied participants showing a higher willingness
to pay.

Keywords : ability to pay, willingness to pay, independent bpjs participants, socioeconomic factors,
service satisfaction
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PENDAHULUAN

Program BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang mulai diimplementasikan di Indonesia sejak 1 Januari 2014 sebagai
bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan
kepada seluruh masyarakat. Program ini diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 dan
merupakan transformasi dari PT Askes (Baso dkk., 2021). Prinsip utama JKN adalah
pemerataan akses terhadap layanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif
seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari kalangan pekerja sektor informal yang masuk dalam
kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Namun, keterlibatan
peserta mandiri dalam program BPJS masih tergolong rendah. Data BPJS Kesehatan tahun
2016 menunjukkan bahwa dari total penduduk Indonesia, hanya sekitar 7% yang berasal dari
kelompok pekerja informal, padahal jumlah pekerja informal mencapai hampir 58% dari total
angkatan kerja. Permasalahan ini diperparah oleh ketidakpuasan terhadap pelayanan BPJS,
sistem rujukan yang membatasi pilihan fasilitas kesehatan, antrean yang panjang, serta
kewajiban mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang dinilai membebani secara finansial
(Winda & Widodo, 2021).

Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah sering kali merasa keberatan dengan
besarnya iuran yang harus dibayarkan setiap bulan, terutama dalam kondisi pendapatan yang
tidak tetap atau di bawah Rp1.000.000 per rumah tangga. Faktor pendidikan dan minimnya
informasi mengenai prosedur pendaftaran dan manfaat program BPJS juga turut menjadi
penghambat (Harlinisari, 2021). Dari sisi pendanaan, studi sebelumnya menunjukkan bahwa
lebih dari 70% pembiayaan kesehatan di Indonesia masih berasal dari pengeluaran pribadi
masyarakat (out of pocket), yang menandakan bahwa belum semua masyarakat terlindungi
oleh asuransi kesehatan (Hasbullah Thabrany, 2012). Kemampuan Membayar (Ability to
Pay/ATP) dan Kemauan Membayar (Willingness to Pay/WTP) menjadi indikator penting
dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam program ini. Penelitian terdahulu
melaporkan bahwa hanya sekitar 58,9% individu yang bersedia membayar iuran BPJS, dan
adanya hubungan positif antara tingginya ATP terhadap WTP. Meskipun sistem iuran telah
dirancang berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan finansial, permasalahan terkait
keterjangkauan iuran masih sering terjadi, khususnya karena kebutuhan kesehatan bersifat
tidak terduga dan biaya dapat menjadi beban mendadak bagi rumah tangga berpendapatan
rendah (Indriani Syakhila dkk., 2021).

Beberapa penelitian mengidentifikasi bahwa faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan
keluarga, jumlah anggota keluarga, dan tabungan kesehatan berpengaruh terhadap ATP peserta
(Hasbullah Thabrany, 2012). Sementara itu, aspek non-ekonomi seperti pengetahuan mengenai
program BPJS, pengalaman sebelumnya terhadap layanan kesehatan, serta tingkat kepuasan
terhadap pelayanan BPJS turut memengaruhi WTP (Al Amir dkk., 2024). Sebuah studi di Kota
Makassar menunjukkan bahwa meskipun 61% masyarakat tergolong mampu membayar, hanya
sekitar 30% yang bersedia untuk membayar iuran BPJS secara rutin. Hal ini menggambarkan
adanya kesenjangan antara kemampuan dan kemauan masyarakat dalam berpartisipasi aktif
terhadap pembiayaan program JKN (Meta Novita dkk., 2022). Hingga tahun 2019, data di Kota
Makassar menunjukkan bahwa dari 1.663.479 penduduk, hanya 1.286.925 jiwa yang terdaftar
sebagai peserta BPJS Kesehatan, menyisakan sekitar 22,64% penduduk yang belum terdaftar
(Dian Saputra Marzuki dkk., 2019). Angka ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya
mencapai Universal Health Coverage (UHC). Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan
peserta mandiri adalah kurangnya pemahaman mengenai kewajiban administrasi, termasuk
pendaftaran seluruh anggota keluarga, serta pengetahuan terbatas mengenai prosedur dan
manfaat BPJS (Winda & Widodo, 2021).
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Dalam perspektif Islam, konsep jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, sejalan
dengan prinsip ta’awun (tolong-menolong dalam kebaikan) sebagaimana termaktub dalam Al-
Qur’an (QS. Al-Maidah: 32) dan tujuan syariat (maqashid syari’ah) dalam menjaga jiwa (hifzh
al-nafs). Program seperti BPJS Kesehatan dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-
nilai kebersamaan dan solidaritas sosial, di mana masyarakat yang sehat membantu yang sakit
melalui mekanisme gotong royong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor
yang berhubungan dengan Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) dalam
membayar iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri, khususnya di Rumah Sakit Pendidikan
(RSP) Ibnu Sina Kota Makassar, dengan memperhatikan variabel seperti status pendapatan,
tabungan kesehatan, jumlah anggota keluarga, serta kepuasan terhadap pelayanan BPJS
Kesehatan.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain deskriptif, untuk mengetahui
faktor Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) peserta BPJS Mandiri dalam
membayar iuran di RSP Ibnu Sina Makassar berdasarkan tingkat pendapatan, tabungan
kesehatan, jumlah anggota keluarga, tingkat pengetahuan, dan tingkat kepuasan. Penelitian ini
dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Ibnu Sina Makassar, dengan pertimbangan
bahwa lokasi tersebut memiliki jumlah peserta BPJS Mandiri yang memadai serta ketersediaan
data yang dibutuhkan untuk penelitian. Penelitian dilakukan selama satu bulan, yaitu pada
bulan Mei tahun 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien peserta BPJS
Kesehatan Mandiri dari kelas 1, 2, dan 3 yang menjalani perawatan atau berkunjung ke RSP
Ibnu Sina Makassar selama periode tersebut, dengan jumlah populasi sebanyak 600 orang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan
sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi
adalah pasien yang terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri, berusia di atas 15 tahun, dan
bersedia menjadi responden. Sementara itu, kriteria eksklusi adalah pasien dengan kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan atau memiliki asuransi kesehatan swasta. Penentuan jumlah sampel
dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga
diperoleh jumlah sampel sebanyak 240 orang. Variabel independen dalam penelitian ini
meliputi tingkatan kepesertaan BPJS, tingkat pendapatan, biaya kesehatan, jumlah anggota
keluarga, pengetahuan, dan kepuasan terhadap pelayanan. Variabel dependen adalah Ability to
Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) untuk iuran jaminan kesehatan. Instrumen yang
digunakan berupa kuesioner tertutup yang telah terstandarisasi dan divalidasi dari beberapa
penelitian sebelumnya. Teknik analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak
SPSS untuk mengetahui frekuensi dan persentase antar variabel.

HASIL

Analisis Univariat

Tabel 1. Karakteristik Responden
Variabel Frekuensi (n) Persentase (%0)
Status Keluarga
Kepala RT (Ayah) 78 32,5
Istri 137 57,1
Anak 25 10,4
Jenis Kelamin
Laki-laki 81 33,8
Perempuan 159 66,3
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Usia

15 -18 tahun 15 6,3
19 — 59 tahun 198 82,5
>60 tahun 27 11,3
Riwayat Pendidikan

Tidak sekolah 2 0,8
Tidak tamat SD 5 2,1
Tamat SD/sederajat 26 10,8
Tamat SMP/sederajat 42 17,5
Tamat SMA/sederajat 75 31,3
Perguruan Tinggi 90 37,5
Kelas BPJS

Kelas 1 21 8,8
Kelas 2 73 30,4
Kelas 3 146 60,8
Total 240 100,0

Berdasarkan tabel 1, didapatkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin
perempuan (66,3%), dengan mayoritas status keluarga sebagai istri (57,1%). Usia rata-rata
responden adalah 39,6 tahun dengan kategori usia terbanyak pada usia dewasa 19-59 tahun
(82,5%). Pendidikan responden didominasi oleh lulusan perguruan tinggi (37,5%) dan
SMAV/sederajat (31,3%).

Tabel 2. Pertanyaan Terbuka Terkait Pengeluaran dan Batas Maksimal Biaya Kesehatan
yang Dikeluarkan Oleh Responden
Variabel n Rata-rata (SD)  Nilai Nilai n (%) Rentang
Terendah Tertinggi
(n/%) (n/%)
Biaya Kesehatan 240  208.000 Rp20.000 (3 Rp750.000 (2 3(1,25%) 20.000
yang (158.000) orang / orang/0,8%) 2 (0,8%) 750.000
dikeluarkan 1,25%)
Biaya Kesehatan 240  254.000 Rp20.000 (1 Rp1.000.000 1 (0,4%) 20.000
yang maksimal (230.000) orang/0,4%) (10 orang / 10 (4,2%) 1000.000
dikeluarkan 4,2%)

Berdasarkan tabel 2, rata-rata biaya kesehatan yang dikeluarkan responden adalah
Rp208.000 dengan simpangan baku Rp158.000, dan rata-rata biaya maksimal yang bersedia
dikeluarkan sebesar Rp254.000 dengan simpangan baku Rp230.000. Rentang pengeluaran
bervariasi dari Rp20.000 hingga Rp1.000.000, menunjukkan perbedaan kemampuan dan
preferensi responden dalam membiayai layanan kesehatan.

Tabel 3. Kesesuaian Kelas BPJS berdasarkan Kesangguapan Peserta Dalam Membayar
BPJS Mandiri
Kategori Kelas Mean (Min-Max) Sesuai Tidak Sesuai
BPJS Mandiri
n % n %
Kelas 1 150.000 (150.000) 21 100, 0 0,0
Kelas 2 96.360 (60.000 - 100.000) 66 90,5 7 9,5
Kelas 3 35.732 (10.000 - 145.000) 46 31,5 100 68,5

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa seluruh responden pada kelas 1 (100%)
menyatakan iuran sebesar Rp150.000 sesuai dengan kemampuan membayar mereka. Pada
kelas 2, sebanyak 90,5% responden menyatakan iuran sebesar Rp60.000—Rp100.000 masih
sesuai, sedangkan 9,5% menyatakan tidak sesuai. Sebaliknya, pada kelas 3 hanya 31,5% yang
menyatakan kesesuaian iuran (Rp10.000-Rp145.000), sementara mayoritas (68,5%)
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menyatakan tidak sesuai. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kelas 3 diperuntukkan
bagi kelompok berpenghasilan rendah, sebagian besar responden tetap merasa terbebani secara
finansial. Sebaliknya, tingkat kesesuaian iuran lebih tinggi ditemukan pada kelas 1 dan 2, yang
menunjukkan adanya pengaruh kemampuan ekonomi dan persepsi terhadap manfaat layanan
terhadap penilaian kesesuaian pembayaran.

Tabel 4. Kesesuaian Tingkat Pendapatan Peserta BPJS Mandiri terhadap ATP (Ability to

Pay)
Variabel ATP (Ability to Pay)
Tingkat Mampu Tidak Mampu
Pendapatan n % n %
Tinggi 139 57,9 6 2,5
Rendah 81 33,8 14 5,8
Total 220 91,7 20 8,3

Berdasarkan tabel 4, didapatkan bahwa responden dengan pendapatan tinggi lebih banyak
yang mampu membayar iuran BPJS Mandiri (57,9%) dibandingkan dengan yang tidak mampu
(2,5%). Sebaliknya, pada responden berpendapatan rendah, persentase yang tidak mampu
membayar lebih tinggi (5,8%)

Tabel 5. Kesesuaian Tabungan Kesehatan Peserta BPJS Mandiri terhadap ATP (Ability to
Pay)

Variabel ATP (Ability to Pay)

Tabungan Mampu Tidak Mampu
Kesehatan n % n %
Cukup 179 74,6 14 5,8
Tidak cukup 41 17,1 6 2,5
Total 220 91,7 20 8,3

Berdasarkan tabel 6, didapatkan bahwa responden yang memiliki tabungan kesehatan yang
cukup lebih banyak yang mampu membayar iuran BPJS (74,6%) dibandingkan yang tidak
cukup (17,1%).

Tabel 7. Kesesuaian Anggota Keluarga Peserta BPJS Mandiri terhadap ATP (Ability to Pay)
Variabel ATP (Ability to Pay)

Anggota Keluarga Mampu Tidak Mampu
n % n %
Kecil 167 69,6 11 4,6
Besar 53 22,1 9 3,8
Total 220 91,7 20 8,3

Berdasarkan tabel 7, responden dengan jumlah anggota keluarga kecil lebih banyak yang
mampu membayar (69,6%) dibandingkan dengan keluarga besar (22,1%).

Tabel 8. Kesesuaian WTP (Willing to Pay) Peserta BPJS Mandiri terhadap Pengetahuan
terhadap BPJS Mandiri

Variabel WTP (Willing to Pay)
Tingkat Pengetahuan Mau Tidak mau

n % n %
Baik 152 63,3 4 1,7
Kurang baik 63 26,3 21 8,8
Total 215 89,6 25 10,4
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Berdasarkan tabel 8, bahwa responden dengan pengetahuan baik lebih banyak yang
bersedia membayar (63,3%) dibandingkan dengan yang tidak mau membayar (1,7%).
Sebaliknya, responden dengan pengetahuan kurang baik lebih banyak yang tidak bersedia
membayar (8,8%)

Tabel 9. Kesesuaian WTP (Willing to Pay) peserta BPJS Mandiri terhadap Tingkat
Kepuasan
Variabel WTP (Willing to Pay)
Tingkat Kepuasan Mau Tidak mau
n % n %
Puas 81 33,8 48 20,0
Kurang puas 21 8,8 90 37,5
Total 102 42,5 138 57,5

Berdasarkan tabel 9, responden yang puas lebih banyak yang bersedia membayar (33,8%),
sedangkan responden yang tidak puas lebih banyak tidak bersedia membayar (37,5%).

PEMBAHASAN

Kesesuaian Tingkat Pendapatan terhadap ATP dan Kesesuaian Pembayaran Tingkat

Pendapatan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam sistem jaminan kesehatan
nasional. Menurut (Santoso dkk., 2024), keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi akses
terhadap layanan kesehatan yang layak dan memadai, terutama bagi peserta mandiri BPJS.
Temuan ini selaras dengan teori Determinan Sosial Kesehatan dari (Buzelli dkk., 2022), yang
menekankan bahwa faktor sosial-ekonomi, seperti pendapatan, menjadi determinan utama
dalam akses, kualitas, dan utilisasi layanan kesehatan. Individu dengan pendapatan tinggi
cenderung memiliki fleksibilitas dalam memilih jenis layanan kesehatan dan lebih mampu
menyesuaikan dengan besaran iuran yang dikenakan, dibandingkan dengan individu
berpendapatan rendah yang menghadapi hambatan struktural dan finansial. Selain itu,
(Podlipnik & Kaoritnik, 2017) menambahkan bahwa peserta dengan kondisi ekonomi yang
mapan lebih mungkin menjaga kontinuitas kepesertaan karena stabilitas dalam membayar
iuran.

Kesesuaian Tabungan Kesehatan terhadap ATP dan Kesesuaian Pembayaran.

Ketersediaan tabungan kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung kemampuan
peserta membayar iuran. (Marzuki dkk., 2019) menunjukkan bahwa kemampuan membayar
program JKN secara umum meningkat seiring dengan kepemilikan cadangan dana untuk
kesehatan. (Abdillah Ramadhan dkk., 2015) juga menegaskan bahwa tabungan menjadi
instrumen mitigasi risiko keuangan, terutama dalam sistem kesehatan berbasis iuran mandiri.
Maharani dan Wardhani (2020) menyatakan bahwa individu yang memiliki tabungan
kesehatan cenderung memiliki respons keuangan yang lebih adaptif terhadap biaya kesehatan
tak terduga (Utami dkk., 2020). Namun, (Yandrizal dkk., 2016) menyoroti bahwa masih
banyak peserta yang belum mampu menyiapkan dana kesehatan, menandakan adanya
kesenjangan dalam literasi dan perencanaan keuangan kesehatan. (Podlipnik & Koritnik, 2017)
menggarisbawahi bahwa tabungan berperan sebagai jaring pengaman yang memungkinkan
individu bertahan dalam skema iuran yang bersifat tetap maupun fluktuatif.

Kesesuaian Jumlah Anggota Keluarga terhadap ATP dan Kesesuaian Pembayaran
Jumlah anggota keluarga turut memengaruhi tekanan keuangan rumah tangga, yang

berdampak pada alokasi anggaran untuk pembayaran iuran BPJS. (Michael Marmot dkk.,

2020) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran keluarga, maka beban ekonomi cenderung

.
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meningkat, sehingga mengurangi kemampuan finansial per individu dalam rumah tangga
tersebut. (Shimamura dkk., 2018) menyatakan bahwa keluarga kecil lebih efisien dalam
manajemen pengeluaran, termasuk dalam pengalokasian dana untuk iuran kesehatan. Hal ini
sejalan dengan pandangan (Elena Astrilia dkk., 2021), yang menekankan bahwa tekanan
finansial dalam keluarga besar dapat menurunkan prioritas terhadap pembiayaan jaminan
kesehatan. Meskipun demikian, (Arni Rizgiani R dkk., 2022) menyatakan bahwa dalam
beberapa konteks, hubungan antara jumlah anggota keluarga dan ATP tidak selalu signifikan,
tergantung pada distribusi pendapatan dan struktur pengeluaran rumah tangga.

Kesesuaian Tingkat Pengetahuan terhadap WTP dan Kesesuaian Pembayaran

Pengetahuan peserta mengenai BPJS dan manfaatnya memengaruhi persepsi serta
keputusan dalam membayar iuran secara mandiri. (Harms & Linton, 2016) menemukan bahwa
konsumen yang memiliki pemahaman lebih tinggi tentang suatu program cenderung memiliki
willingness to pay yang lebih baik. Cordell dalam (Handayani dkk., 2020) menggarisbawabhi
bahwa pengetahuan konsumen dapat membentuk sikap terhadap manfaat layanan dan
menumbuhkan nilai terhadap biaya yang dibayarkan. Teori perilaku kesehatan (Phillips dkk.,
2013) mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa pemahaman yang baik terhadap
sistem kesehatan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran dan pemanfaatan layanan.
(Konuk, 2019) juga mengungkapkan bahwa peningkatan pengetahuan dapat memperhalus
persepsi harga terhadap nilai layanan, sehingga memengaruhi kesediaan membayar dalam
sistem jaminan sosial.

Kesesuaian Tingkat Kepuasan terhadap WTP dan Kesesuaian Pembayaran.

Kepuasan peserta terhadap pelayanan sangat berkaitan dengan kesediaan untuk membayar
iuran. Penelitian oleh (Wirya dkk., 2019) menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki
pengaruh positif terhadap willingness to pay. (Miranda-de la Lama dkk., 2019) menyatakan
bahwa persepsi peserta terhadap manfaat layanan menentukan apakah iuran dianggap layak
dibayar. Ketika peserta merasa puas dengan pelayanan yang diterima, mereka cenderung
menganggap biaya yang dikeluarkan sebanding dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh.
Namun, penelitian (Mentari, 2022) mengindikasikan bahwa prosedur layanan yang dianggap
rumit dapat menjadi penghalang dalam meningkatkan WTP, bahkan jika peserta secara
finansial mampu. Oleh karena itu, kepuasan tidak hanya dipengaruhi oleh hasil layanan, tetapi
juga proses pelayanan itu sendiri, yang harus diperbaiki secara sistemik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peserta BPJS Mandiri di RSP Ibnu Sina Makassar,
dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor sosioekonomi dan persepsi layanan memiliki pengaruh
yang nyata terhadap kemampuan membayar (Ability to Pay/ATP) dan kesediaan membayar
(Willingness to Pay/WTP) iuran BPJS Mandiri. Tingkat pendapatan menjadi faktor penting
dalam ATP, di mana peserta berpendapatan tinggi mayoritas mampu membayar, sedangkan
berpendapatan rendah cenderung lebih banyak yang tidak mampu. Tabungan kesehatan yang
memadai juga mendukung ATP, karena peserta dengan tabungan cukup lebih dominan mampu
membayar dibandingkan yang tidak cukup. Jumlah anggota keluarga turut memengaruhi ATP,
di mana keluarga kecil lebih mampu membayar dibandingkan keluarga besar dengan beban
pengeluaran lebih tinggi. Sementara itu, pada aspek WTP, tingkat pengetahuan yang baik
tentang BPJS Kesehatan mendorong peserta untuk lebih bersedia membayar iuran, sedangkan
pengetahuan yang kurang baik menurunkan kesediaan tersebut. Tingkat kepuasan terhadap
pelayanan BPJS Kesehatan juga menjadi penentu WTP, di mana peserta yang puas lebih
cenderung membayar, sedangkan ketidakpuasan menurunkan komitmen membayar. Dari hasil

.
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ini, pendapatan, tabungan kesehatan, jumlah anggota keluarga, pengetahuan, dan kepuasan
pelayanan semuanya berkontribusi penting dalam membentuk kemampuan dan kemauan
peserta untuk membayar iuran BPJS Mandiri secara berkelanjutan.
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